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PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN
NARKOBA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa  dalam membantu  pelayanan  pengujian
laboratorium kepada lembaga atau masyarakat, perlu
menetapkan perubahan Peraturan Kepala Badan
Narkotika Nasional tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian
Narkoba pada Badan Narkotika Nasional,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5062);

2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Badan Narkotika Nasional,

3. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015;
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4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
522 /MENKES/SK/VI/2008 tentang Penunjukan
Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika;

S. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
923 /Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis
Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika
Projustitia;

6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Narkotika Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN NARKOBA
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian
Narkoba pada Badan Narkotika Nasional diubah sebagai berikut :

1. Diantara ayat (3) huruf b dan ayat (4) Pasal 4 disisipkan 2 (dua) ayat,
yakni ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4

(1) Administrasi yang berhubungan dengan tata cara surat menyurat
secara umum dalam rangka penyelenggaraan pelayanan
pengujian Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor dilaksanakan
sesuai dengan Petunjuk Administrasi Umum (Jukminu) yang
berlaku di BNN.

(2) Administrasi yang berhubungan dengan proses penyidikan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan administrasi penyidikan.
(3) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan pengujian di UPT
Laboratorium Uji Narkoba BNN diatur sebagai berikut :
a. Pelayanan pengujian untuk keperluan pembuktian perkara

(pro justitia) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) BNN;

b. Pelayanan pengujian untuk kegiatan rehabilitasi, ilmu
pengetahuan dan teknologi serta pendidikan dan pelatihan
(non pro justitia) serta kegiatan lainnya antara lain
persyaratan pegawai, sekolah, dan pengadaan pegawai
dibebankan pada pemohon yang memerlukan.
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